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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Menganalisis Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Transparansi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Gorontalo ditinjau dari UU No. 14 

tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), belum 

menunjukkan adanya hubungan hukum menurut prosedur dan tata cara 

pembentukan Hukum Nasional sebagaimana menjadi konsekuensi 

pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2011. Selain ituperda transparansi kurang 

memperhatikan ketentuanpenyusunan peraturan yang baik, sebagaimana 

diatur melalui Peraturan Perundang-undangandanmenjadi pedoman 

Pemerintah termasukDPRD dalam menyusun suatu aturan secara sistematis 

dan tidak saling bertentangan atau Overlaping (tumpang tindih).   

 

5.2 Saran 

Peneliti menyarankan agar : 

1. Perlu penyesuaian Perda Transparansi No. 3 Tahun 2002 di Kota Gorontalo 

dengan UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008. 

2. Penyusunan Peraturan Daerah oleh pihak Legislatif (DPRD),  memperhatikan 

sistem Peraturan Perundang-undangan Nasional terutama Asas Pembentukan 

dan Hirarki sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2011. 

3. Mempertimbangkan proses pendampingan terhadap Rancangan Peraturan 

Daerah melalui keterlibatan Akademisi dalam menyusun Naskah Akademik, 



80 
 

agar terwujud cita peraturan perundangan-undangan yang sempurna dan tidak 

cacat hukum. 

4. Pemerintah dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif Kota Gorontalo 

membahas bersama dalam hal revitalisasi kembali nomenklatur Peraturan 

Daerah Tentang Transparansi, guna tercapainya produk hukum yang dapat 

berlaku efektif dan implementatif sesuai harapan masyarakat. 
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